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BUPATIHALMAHERASELATAN 

PROVINSI MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

sebagaimana pertrmbangan b 

Memmbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 

struktur orgarusasi Perangkat Daerah di lmgkungan 

Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 

ditmdaklanjuti dengan Pembentukan Susunan 

Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Badan 

Kesatuan Bangsa Dan Pohtik Kabupaten Halmahera 

Sela tan, 

bahwa berdasarkan 

Mengmgat 1 
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Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 

Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Badan 

Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera 

Sela tan, 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 

R I  Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

R I  Nomor 3961 )  

2  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 

di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I  Tahun 
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2003 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 

'+26'+J, 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara R I  Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 

5587) sebagaimana telah kedua kah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Ten tang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2015 Nomor 59), 

Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I  
Tahun 2016 Nomor 114)  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 

2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187), 
5 Peraturan Menten Dalam Negen Repubhk Indonesia 

No11101 1 1  Ta.hui1 2019 Tei1ta..c1g Perangkat Daei-ah yang 

Melaksanakan Urusan Pemenntahan Di Bidang Kesatuan 

Bangsa dan Pohtik (Benta Negara Repubhk Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 194), 

6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
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dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang 
Pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Helamhera Selatan, 

Memperhatikan 

• 

Menetapkan 

Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 

tertanggal 29 .Jum 2021 Penhal Pertimbangan 

Penyederhanan Struktur Orgamsasi Perangkat Daerah 

dilmgkungan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota 

Provmsi Maluku Utara 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati 1n1 yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

2 Pemenntah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat 

daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemenntah 

3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 

4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 
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Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemenntahan Daerah 

6 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Halmahera 

Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemenntahan daerah yang terdm dan Sekretanat 

Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Badan 

Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
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Halmahera Selatan 

9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada 

Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik 

10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Pohtik 

1 1  Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara 

dalam rangka mermmpm Satuan Orgamsasi Perangkat Daerah 
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tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahhan dan/ atau keterarnpilan tertentu 

13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta admmistrasi 

pemenntahan dan pembangunan 

14 Unit Pelaksana Tekrns yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 

Pelaksana Tekrus Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik yang 

melaksanakan kegiatan tekms operasional tertentu yang secara 

la.i1gsu11g be1hubu11ga11 dengan pelayanan rnasyarakat 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik Kabupaten Halmahera Selatan 

merupakan unsur pelaksana Urusan Pemenntahan yang menjadi 
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kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupan melalui Sekretans Daerah 

Bagian Kedua 
Susunan Orgarusasi 

Pasal 3 
( 1) Susunan Orgamsasi Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik terdm atas 

a Badan, 
b Sekretanat Badan, terdrn dan 

1 n 1- T, - - - - T T -- -- ...1 - -- TT - - - - - -- - - -- ...1 - - 
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2 Kelompok Jabatan Fungsional 
c Bidang Bma Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, 

dan Kelompok Jabatan Fungsional, 
d Bidang Pohtik Dalam Negen dan Orgamsasi Kemasyarakatan, dan 

Kelompok Jabatan Fungsional, 
e Bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional, dan Kelompok 

Jabatan Fungsional, dan 
f Unit Pelaksana Tekms (UPT) 
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sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  tercantum pada lampiran 

Peraturan Bupati mi 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

BAD AN 

Pasal 4 

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf a, dipimpm oleh 

seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan pemenntahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Pohtik 
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kepada daerah 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan 
Kesatuan Bangsa dan Pohtik menyelenggarakan fungsi 

1 Perumusan kebijakan tekrus di bidang Kesatuan Bangsa dan Pohtik di 

wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan, 
2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pembmaan ideologi Pancasila dan 

-- - __ - ..._ - - 1 _ - 1- .- -- - - - - - - - - -- -- 1 -. - - - - -- - - -- _ - 1 L 1 _ ...1 - 1 - -- -- - - _ _ -1 -. - 
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kehidupan demokrasi, pemehharaan ketahanan ekonorm, sosial dan 
budaya, pembmaan kerukunan antar suku dan mtra suku, umat 
beragama, ras, dan golongan lamnya, pembmaan dan pemberdayaan 
orgamsasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional 
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dan penanganan konfhk sosial dr wilayah kabupaten sesuai dengan 

xetentuan peraruran perundang-undangan, 
3 Pelaksanaan koordmasi di bidang pembmaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pohtik dalam negen dan 
kehidupan demokrasi, pemehharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 
budaya, pembmaan kerukunan antar suku dan mtra suku, umat 
beragama, ras, dan golongan lamnya, fasihtasi orgamsasi 

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 
penanganan konfhk sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

4 Felaksa.i1aa.i1 evaluas1 dan pelapofa.i1 d1 bidang pe111b1naa.i1 1deolog1 

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pohtik dalam 
negen dan kehidupan demokrasi, pemehharaan ketahanan ekonorm, 

sosial dan budaya, pembmaan kerukunan antar suku dan mtra suku, 
umat beragama, ras, dan golongan lamnya, fasihtasi orgarusasi 

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 
penanganan konfhk sosial dr wilayah kabupaten sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

5 Pelaksanaan fasrhtasi Forum Koordmasi Pimpman Daerah, 
G Pelaksanaan admmistras. kesekretariatan Bada.i1 kesatuan Ba.i1gsa dan 

Pohtik, 
7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 6 

Sekieta.i1at sebagaunana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 }  hui uf b, d1p1111p111 

oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan 
dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi keuangan, 
hukum, mformasi, kehumasan, keorgamsasian dan ketatalaksanaan, 
pembmaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, 

pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan adrmmstrasr di 

hngkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik berdasarkan ketentuan dan 
- - - L - ... - - - - 1- - -1- 1  _  
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Pasal 7 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 
Sekretanat menyelenggarakan fungsi 

1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di hngkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik, 

2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasi yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 
, _ _  _  _ _  , _ ..._ _  - - - -  -  _i _  -  _ _  ,  _ _  -  - - - -  _ ..:1  __ - _..._ - -  -1  1  _ _  , _  - - -  -  T""\ - -1 -  -  
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Kesatuan Bangsa dan Pohtik, 
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Pengordmasian, pembmaan dan penataan organisasi dan tata laksana dr 

imgkungan Badan Kesaruan Bangsa dan Pohnk, 

Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum di lmgkungan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Pohtik, 

Pengoordmasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemermtah 

(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 

Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 

barang/jasa di hngkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik, 

Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 
T - - - - - - T T -  ,..... _ ..1 _  ...  
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Pengelolaan kepegawaian di lmgkungan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Pohtik, 

Pelaksanaan momtormg, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan hngkup 

tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 

1 1  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsmya 

"- - _ ,  0  rctl:>c:U o 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 

ayat (1 )  huruf b angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, 

kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan 

Pasal 9 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian, 

2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekrns terkart adrmmstrasi 

umum dan kepegawaian, 

3 Pengelolaan data kepegawaian Badan, 
A T"\_ - - - - - - - 1- - 1_ - - -- L -  -  -  -  - -  -- - T--. - --1 - - 
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5 Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan, 

6 Penyiapan bahan pembmaan pegawai Badan, 

7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan, 

8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan 

perpustakaan Badan, 

9 Penyiapan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan, 

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, orgamsasi, 

ketatalaksanaan, dan budaya pemenntahan pada Badan, 

1 1  Felaksa.iiaa..ti pelayanan ad1ii1111stias1 perkantoran, 

12 Pelaksanaan pemehharaan sarana dan prasarana perkantoran, 

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian 

umum dan kepegawaian, dan 

14 Pelaksanaan fungsi lamnya yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya 
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Paragraf 3 

BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSl\l\N 

DAN KARAKTER BANGSA 

Pasal 10 

Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1) huruf c, diprmpm oleh seorang 

Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan 

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan 

tekrus bidang Bma Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku 

Pasal 1 1  

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, 

Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa, 

2 Perumusan kebijakan tekrns di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa, 
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Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, 

4 Pelaksanaan koordmasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan 

Karakter Bangsa, 

5 Pembmaan adrrurustrasi dan Aparatur Pemenntah Daerah Bidang 

Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, 

6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan dan Karakter Bangsa, 

7 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
.., - - r - - - - -- - uct11 1u111:;:::,u1yct. 

Paragraf 4 

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

Pasal 12 

Bidang Pohtik Dalam Negen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1 )  

huruf d, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan 

dalam 111efu1nuska.i1 dan menyusun keb1Jaka.i1 teki11s Bidang Pohuk Dala.in 

Negen dan Orgamsasi Kemasyarakatan sesuai pedoman kerja dan 

ketentuan yang berlaku 

Pasal 13 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,  

Bidang Pohtik Dalam Negen dan Orgamsasi Kemasyarakatan 

menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Pohtik Dalam Negen 
J _ _  r"\  - - -  - - -  T T - - - - - - - - - - 1 - - L - -  Uctil Vl 1:;cUU::>cl::>l I\..Clllcl::>Jcll c:U\.cllclll, 
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Perumusan kebijakan tekhrus di Bidang Pohtik Dalam Negen dan 

Orgarnsasi Kemasyarakatan, 

Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pohtik 

Dalam Negen dan Orgamsast Kemasyarakatan, 

Pelaksanaan koordmasi di Bidang Pohtik Dalam Negen dan Orgamsasi 

Kemasyarakatan, 

Pembmaan adrmmstrasi dan Aparatur Pemenntah Daerah Bidang Pohtik 

Dalam Negen dan Orgamsasi Kemasyarakatan, 

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pohtik Dalam 

Negen dan Orgamsasi Kemasyarakatan, 
T"'\ - 1 - 1 _ - - - - - - J:' - -- - 1 - - - - - - - -1 1- - 1 - - - - 1 - 1- - .L.. - -· - - - - -- - __] - -- -- - - L -- - - 
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dan fungsmya 

Paragraf 5 

BIDANG PENANGANAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL 

Pasal 14 

Bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 3 ayat (1 )  huruf e, diprmpm oleh seorang Kepala Bidang yang 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas Membantu 
T T _  - - 1 -  T"""I -  _, 1 _ 1 _  -- - -  -  -  ---- - 1 - -  -  1  _ _  1  1  _ _  -  ...t. . _ 1  _ _  -  rl - -1 -  _ _  T"'\  •  -  •  

n  ..  C!Jc:llc:t. Dc:t.Uc:t.11 Uc:t.lc:t.111 lllCl UlllUl:>Kc:t.11 KCUlJc:t.Kc:t.11 LC.t\.llll:> DlUc:t.1115 r Cllc:llll5c:t.llc:t.ll 

dan Kewaspadaan Nasional sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang 

berlaku 

Pasal 1 5 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14,  

Bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penanganan dan 

Kewaspadaan Nasional, 
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Penanganan dan Kewaspadaan Nasional, 

3 Pengkoordmasian penyelenggaraan Pemenntahan Bidang Penanganan 

dan Kewaspadaan Nasional, 

4 Pembmaan adrmrustrasi dan Aparatur Pemenntah Daerah Bidang 

Penanganan dan Kewaspadaan Nasional, 

5 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penanganan dan 

Kewaspadaan Nasional, 

6 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
_, - - r - - - - -- - 
uc:t.11 1 u1115.::,1u y c:t. 

BAB III 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 16 

( 1 )  Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekms (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekrus operasional dan/ a tau kegiatan tekrus 

penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 
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(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dipimpm oleh Kepala UPT 
yang berada 01 bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, 

(3) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Tekrns diatur dengan Peraturan 

Bupati tersendm 

B AB IV  

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Eselomsasi 

T'\_ - - 1 1 l"7 

rct::,c:U .1. I 

( 1 )  Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpman Tmggr Pratama atau Eselon 

Ilb, 
(2) Sekretans merupakan Jabatan Admirnstrator atau Eselon Illa, 
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon lllb, 
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa 

Bagian Kedua 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 18 
Kepala Badan, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Pejabat Pemb ina Kepegawaiarr/Bupau 

..... A 'Pl TT 

.DAD y 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 19 

(1 )  Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 

adrmmstrator atau pejabat pengawas yang mermhki keterkaitan dengan 
_ _  , _ ,  - - -  -  ....  ,.  ,__  _  _.L  r  - - -  -  ,  

.lJClc:U\.::,c:U1ctc:Ul LUgct::, JctUctLc:Ul 1u11g::,1uuc:U, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 

membenkan pelayanan fungsional terkait mekamsme koordmasi dan 
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 
1 _ - ..t.... - - - -- - 1 - - 
l\.CLCl c:Ull!Jllc:Ul, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdividu dan/atau 
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kmerja 

orgarusasi 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdrvidu sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 

berjenjang kepada kepaia Badan 
(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 

Kepala Dmas 
(7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 

a Ketua Tim, dan 

b Anggota Tim 
(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan 

tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 

_pe1 a.i1gkat daerah y ang membidangi 

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan 

berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit orgamsasi 

tersebut atau diluar unit orgamsasi, untuk mengoptimalkan 

pencapaian tujuan orgamsasi, 

( 10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 

melaksanakan mekarusme koordmasi dan pengelolaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibenkan mlai Angka Kredrt 25°/o 
_., _  A  _ _  1  __ TT - .- 1  .L  TT - -- 1 - .L  .r  

Uc:Ul l"\.llgKd. I\.lCUlL I\.UlllUld.Ul 

( 1 1 )  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(12 )  Togas, jems dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku 

Bagian Kedua 

Jabatan Pelaksana 

Pasal 20 

( 1 )  Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena 

dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 

pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 

a U111t Ke1Ja yang 111as1h 111e1111hk.t .Jabatan Ad1111111stiato1, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Administrator atau Eselon III 

b Unit KeIJa yang tidak mermhki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 

dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan 

bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

(3) .Iabatan Felaksai1a d1teta_pkai1 oleh Pejabat Fe111bu1a. TT - .- - .- - -- - - .- I 
n.cpc�d. w d.lc:Ul I 

Bupati 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di hngkungan 
Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik diatur dengan Peraturan Bupati 

tersendm 
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BABVI 

1  A  1  A  .lU!.1<.JA 

Pasal 2 1  

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat dr hngkungan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Pohtik wajib menerapkan prmsip koordmasi, 

mtegrasi, dan smkromsasi bark di hngkungan masmg-masmg maupun 

antar satuan orgarnsasi di hngkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik 

serta dengan mstansi lain di luar hngkungan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Pohtik sesuai dengan tugas masmg-masmg 

Pasal 22 

(1 )  Setiap pimpman satuan orgarusasi bertanggung jawab memimpm dan 

mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 

ditetapkan, dan 
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  harus 

dnkuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 

dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan 
- - -- ..:I - - - - ..:I - - - - - JJCl UllUc.Ul�- UUUc.Ul�c.Ul 

Pasal 23 

Setiap Pimpman Satuan Orgamsasi di hngkungan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Pohtik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 

kepada atasannya masmg-masmg dan menyarnpaikan laporan tepat pada 

waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 24 
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pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 

laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 

Dengan berlakunya peraturan Bupati 1n1, pejabat yang menduduki 

jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 

jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 

1n1 

BAB VIII 

T7T"V'l'\T"'l'1'.'l'l'l'\TT A 'llT .... T"'I ... T'TT"'TT'ft 

.n..c., .a. .c.,n .1. u.n.n r .c.,n u .1. ur 

Pasal 26 

Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 [Tujuh] Orgamsasi 

Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
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Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 2 1  Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat 

Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgarusasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 

Pasal 27 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 

1n1 dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera 
c, _ 1 _  .....  _  -  

0Cld.LcUl 

Ditetapkan di Labuha 

Pada tanggal 1 6  ?ebrUBri 2023 

LATAN 

Diundangkan di Labuha 

pada tanggal 1 �·  1" a:bi 2023 

A SELATAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 

NO MOR 

Salman Sesuai dengan ashnya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

TTD 

RTT�nT H A�A N' �H MH 
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